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 Abstract : The purpose of this study is to evaluate the prosperous rice program in Palopo 
City which has been running since 2017 by measuring the level of community satisfaction 
with prosperous rice services in Palopo City.. The method used in this study is a survey 
method with a quantitative approach with the total population in this study being all 
recipients of the Prosperous Rice (Rastra) 3,928 families in the 2021 fiscal year in Palopo 
City, with regional and accidental sampling techniques with a total of 186 people. Data 
collection techniques with questionnaires, observations and documentation review and 
data analysis of Likert scale classification with interpretation criteria very satisfied, 
satisfied, quite satisfied, and dissatisfied. The results showed that the level of satisfaction 
was 81.45 or in the very satisfied category. This is by open statements and field 
observations that the community has received services that are under the 14 indicators 
of the community satisfaction survey. 
 
Abstrak : Tujuan riset ini untuk mengevaluasi program beras sejahtera di Kota Palopo 
yang berjalan sejak tahun 2017 dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan beras sejahtera di Kota Palopo. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni metode survey dengan pendekatan kuantitatif dengan jumlah 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima bantuan Beras Sejahtera (Rastra) 
3.928 KK Tahun anggaran 2021 di Kota Palopo, dengan teknik pengambilan sampel 
secara wilayah dan aksidental dengan jumlah 186 orang. Teknik pengumpulan data 
dengan angket,observasi dan telaah dokumentasi dan Analisa data klasifikasi skala 
likert dengan kriteria interpretasi sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil 
penelitian menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 81,45 atau dengan kategori Sangat 
puas. Hal ini sesuai dengan pernyataan terbuka dan observasi lapangan masyarakat 
telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 14 indikator survei kepuasan 
masyarakat. 
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PENDAHULUAN 
Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggungjawab dan terus berupaya 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu 
pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah menjadi citra buruk 




pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap layanan yang 
berikan. Ada sebagian masyarakat sampai saat ini masih menganggap rendah terhadap 
kinerja birokrasi(Rahmadana et al., 2020; Saputra, 2016) 
 
Pelayanan yang diberikan secara umum belum memuaskan masyarakat. Pelayanan yang 
diberikan terlalu berbelit-belit dengan berbagai alasan yang kurang dapat diterima oleh 
masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan 
efisien(Ashari, 2010; Juliansyah, 2019). Keadaan yang demikian membuat masyarakat 
sebagai pengguna layanan publik tidak terpuaskan. Semua itu berakibat rendahnya 
tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sebagai 
penyelenggaran penanggung jawab pelayanan publik.(Ashari, 2010; Siti Maryam, 2017) 
(Makmur, 2020; Sulila, 2015). Mengemukakan bahwasanya aparatur pelayanan publik 
harus banyak melayani dari hanya sekedar mengendalikan. Sejalan dengan itu, 
pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam (Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009) tentang Pelayanan Publik, 
Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.  
 
Menurut Pasal 5 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 
2009) tentang Pelayanan Publik, “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan 
barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan”. Ruang lingkup tersebut termasuk pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan 
hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, 
pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 
 
Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang publik maupun 
jasa publik.  Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 
kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima 
pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan 
diharapkan(Makmur & Harianto, 2021; Mirlana, 2019). Oleh karena itu, setiap 
penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei Indeks Kepuasan 
Masyarakat. Kepuasan pelanggan dapat diukur menggunakan berbagai metode 
pengukuran. Menurut(Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 2017), 
tujuan dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah “Untuk mengetahui tingkat kinerja unit 
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya”. Sedangkan bagi masyarakat, 
Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja 
pelayanan unit yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dari Indeks Kepuasan 
Masyarakat dapat disimpulkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan dan dapat 
digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan instansi.(Nurdin, 2019; 
Setijaningrum, 2009) 
 
Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik melalui berbagai terobosan-terobosan dalam sistem 
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pelayanan public yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Untuk itu berbagai 
terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu 
instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas 
pelayanannya(Hasanah, 2019; Wibawa & Antarini, 2020). Oleh karena itu, dalam hal ini 
perlu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat yang dihasilkan 
pelayanan oleh pemerintah Kota Palopo  
 
Terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu 
instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas 
pelayanannya(Ashari, 2010). Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui 
sejauh mana dampak terobosan pelayanan public yang dihasilkan dari perbaikan 
tersebut melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, sekaligus mengevaluasi 
pelaksanaan program Beras Sejahtera (RASTRA) APBD pada Kota Palopo.  
 
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam (Permen PAN & RB 
No. 14, 2017) ang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan 
reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks 
Kepuasan Masyarakat (1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; (2) 
Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; (3) Kejelasan petugas 
pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan 
(nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya); (4) Kedisiplinan petugas 
pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama 
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; (5) Tanggung jawab 
petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; (6) Kemampuan petugas pelayanan, 
yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; (7) Kecepatan pelayanan, yaitu target 
waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan; (8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; (9) 
Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati; (10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; (11) 
Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya 
yang telah ditetapkan; (11) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (13) Kenyamanan 
lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur 
sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; (14) Keamanan 
Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara 
pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 
pelayanan. 
 
Berdasarkan penjabaran mengenai unsur-unsur penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 14 unsur pokok yang digunakan dalam 




bahwa  survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai 
pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. 
Sehingga dapat menghasilkan dokumen berisi hasil survei kepuasan masyarakat atas 
pelayanan dasar dan pelayanan publik lainya serta dapat dijadikan rekomendasi tindak 
lanjut untuk perbaikan pelayanan publik kedepannya khususnya terhadap pelayanan 
bantuan beras sejahtera (RASTRA)   dan   di Kota Palopo 
 
METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode survey dengan pendekatan 
kuantitatif dengan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima 
bantuan Beras Sejahtera (Rastra) 3.928 KK Tahun anggaran 2021 di Kota Palopo, 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan table dari (Krejcie & Morgan, 1970) 
secara wilayah dan aksidental untuk menentukan sampel yang representative menjadi 
responden untuk menjawab angket dan pertanyaan yang akan diajukan. Jumlah 
responden pada penelitian ini adalah jumlah 10% dari masing-masing sampel kelurahan 
penerima Rastra di Kota Palopo dengan jumlah 186 orang. Pengumpulan data dengan 
menggunakan angket/kusioner dengan pertanyaan bebas kepada masyarakat, 
observasi dan telaah dokumentasi, Teknik analisis data dengan table frekuesni 
sederhana dengan tabulasi data dengan klasifikasi skala likert dengan kriteria 
interpretasi nominal 1-5 dengan kategorisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan tidak puas. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
(Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 20, 2017) menjadi kebijakan 
aturan dasar pelaksanaan program rastra di Kota Palopo. Bantuan beras sejahtera 
sebanyak 10kg perbulan yang diberikan secara triwulan kepada keluarga yang termasuk 
dalam syarat penerima yang ditetapkan oleh kelurahan dengan syarat tidak menerima 
bantuan dari pemerintah pusat sehingga terjadi pemerataan bantuan kepada 
masyarakat.  
Program bantuan Rastra Kota Palopo yang telah berjalan sejak tahun 2017 berdasarkan 
hasil observasi lapangan dan penelurusan dari berbagai portal media informasi terdapat 
banyak kekurangan dalam pemberian pelayanan seperti pendataan penerima yang 
tumpeng tindih dengan bantuan pemerintah pusat, waktu penyaluran yang tidak tepat 
hingga kualitas beras yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  
Sehingga diperlukan evaluasi program beras sejahtera dalam pelaksanaan terhadap 
masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah menggambarkan 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah(Rahmadana et al., 2020; Wijaya et 
al., 2019). Oleh sebab itu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya untuk mengukur sejauhmana 
terobosan dan inovasi pemerintah Kota Palopo memberikan dampak perbaikan dalam 
pelayanan publik maka perlu  dilakukan survei kepuasan masyarakat. 
Sebagaimana dalam (Permen PAN & RB No.14, 2017) disebutkan bahwa  survei 
bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 
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meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus untuk 
mengevaluasi pelaksanaan program Rastra  di Kota Palopo. Terdapat 14 unsur variable 
yang valid dan diberikan kepada responden reliable dalam mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat program beras sejahtera di Kota Palopo. 





1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kemudahan pelayanan beras sejatera di Kota 
Palopo? 
3.22 80.51% Mudah 
2 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kesesuaian persyaratan beras sejahtera dan 
beras sejahtera yang diterima? 
3.18 79.44% Sesuai 
3 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kejelasan dan kepastian petugas dalam 
melayani? 
3.27 81.72% Sangat jelas 
4 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kedisiplinan petugas dalam memberikan 
pelayanan? 
3.15 78.63% Disiplin 
5 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
tanggung jawab petugas dalam memberikan 
pelayanan? 
3.33 83.20% Sangat 
bertanggung 
jawab 
6 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kemampuan petugas dalam memberikan 
pelayanan? 
3.14 78.49% Mampu 
7 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kecepatan pelayanan yang diberikan oleh 
petugas? 
3.19 79.70% Cepat 
8 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
keadilan dalam mendapatkan pelayanan? 




9 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kesopanan dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan? 
3.20 79.97% Sopan 
10 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kewajaran biaya untuk mendapatkan 
pelayanan? 
3.78 94.49% Sangat wajar 
11 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan? 
3.67 91.80% Sangat sesuai 
12 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
ketepatan waktu pelaksanaan terhadap jadwal 
waktu pelayanan? 
3.09 77.15% Tepat waktu 
13 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
kenyamanan di lingkungan kerja pelayanan? 
3.16 78.90% Nyaman 
14 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
keamanan pelayanan? 
3.16 78.90% Aman 
Rata-rata jawaban responden 3.26 81.45% Sangat Puas 
 Sumber : Olahan data 2021 
Berdasarkan table rekapitulasi jawaban responden indicator pertama dan kedua 
tentang kemudahan pelayanan dan kesesuaian persyaratan pelayanan beras sejatera di 
Kota Palopo memiliki nilai rata-rata 3.22 atau 80,5% dan 3.18 atau 79.4 dengan kriteria 
mudah dan sesuai. Hasil tersebut sesuai berdasarkan jawaban pertanyaan terbuka yang 
diberikan dalam kuesioner tanggapan masyarakat yakni sangat diberikan kemudahan 
dan kesesuaian pelaksanaan oleh aparatur kelurahan dalam hal penyaluran beras 
sejahtera. 
Pada indicator ketiga sampai kesembilan tentang pelayanan petugas dari sisi 
kepastian/kejelasan waktu, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan teknis, 
kecepatan, , keramahan dari indicator tersebut responden menjawab dengan pelayanan 
petugas sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh observasi dan telaah pernyataan 
terbuka dalam kuesioner yang menyatakan masyarakat mendapatkan kepastian, 
kecepatan keramahan dari petugas kelurahan. Tetapi pada indicator keadilan hasil 
observasi dan telaah pernyataan terbuka oleh masyarakat ada beberapa masyarakat 
yang menjawab tidak mendapatkan keadilan dikarenakan tetangga yang mestinya 
mendapatkan karena kondisi rumah dan keluarga yang tidak layak tetapi tidak 
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mendapatkan dikarenakan administrasi kependudukan yang berbeda dengan tempat 
domisili tersebut. 
Indikator sepuluh dan sebelas tentang biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena 
ini merupakan bantuan program beras sejahtera kepada masyarakat maka jawaban 
responden sudah sangat baik karena tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada 
msyarakat sebagai penerima layanan. Tetapi pada indicator tentang ketepatan waktu 
pelaksanaan dan jadwal waktu pelayanan rata-rata nilai 3.09 dengan kriteria tepat 
waktu tetapi telaah pernyataan terbuka kuesioner beberapa masyarakat mengeluhkan 
keterlambatan waktu penyaluran beras sejahtera, hal ini sesuai oleh konfirmasi Bapak 
Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Awaluddin, S.Sos membenarkan adanya perihal 
tersebut. Bapak Awaluddin mengatakan, adanya keterlambatan penyaluran Rastra ini 
dikarenakan adanya penyesuaian regulasi yang menjadi pedoman, sehingga berdampak 
terhadap realisasi pada program tersebut. 
Indikator tentang kenyamanan dan keamanan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata 
3.16 dengan kriteria nyaman dan aman. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat dalam 
pelayanan beras sejahtera dimana apparat kelurahan sangat proaktif dalam penyaluran 
beras sejahtera di Kota Palopo. Dari hasil observasi dan telaah ternyataan terbuka dalam 
kuesioner setiap kelurahan masyarakat memberikan pandangan mengenai pendataan 
penerima meskipun dalam penelitian ini tidak menganalisa pendataan tetapi kepada 
tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan beras sejahtera di Kota Palopo. 
Persyaratan penerima dan pelaksanaan pendataan yang masyarakat keluhkan dalam 
pernyataan terbuka diseluruh kelurahan dikarenakan distribusi informasi kepada 
masyarakat dan pendataan yang tolok ukur penerima itu yang masih sangat subjektif 
dilapangan. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisa kuesioner, pernyataan terbuka, observasi dan telaah 
dokumen kesimpulan dari tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan beras 
sejahtera di Kota Palopo memiliki tingkat kepuasan sebesar 81,45 atau dengan kategori 
Sangat puas. Hal ini sesuai dengan pernyataan terbuka dan observasi lapangan 
masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 14 indikator survei 
kepuasan masyarakat. Hal yang menjadi temuan pada indicator waktu pelaksanaan yang 
tidak sesuai yang telah di konfirmasi oleh Kepala dinas social Kota Palopo karena 
penyesuaian regulasi yang menjadi pedoman, sehingga berdampak terhadap realisasi 
pada program tersebut. Selain itu subjektifitas penerima bantuan dalam indicator 
keadilan menjadi kesenjangan dilapangan yang menjadi penyebab pendataan keluarga 
penerima yang menjadi factor subjektifitas dan tumpeng tindih data penerima bantuan 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
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